WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2

Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2}
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali

Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [I Tarakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor




82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3711):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanpunan Nasional [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomeor 1312);




8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Tarakan.

Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
vang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.




8.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yvang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yvang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyvusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja

Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:

.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah Tahun 2024; dan
pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagai

landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah;
¢. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
d. hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

Pembangunan Tahun 2023.
RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemenntah
Pusat dan RKPD provinsi.
Selain muatan sebagaimana dimaksud pada avat (1), RKPD Tahun 2024
memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan
memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistematika RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:
a. BAB | : Pendahuluan;
b. BABIl : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB [l : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;,

d. BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;




e. BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
£, BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g BAB VIl : Penutup.

BAB 111
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,

(1)

(2)

(4)

BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 5

Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanva

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan vang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA serta rancangan

PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara

kesepakatan Wali Kota dengan Ketua DPRD.

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat

terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar

biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tingg
setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan vang lebih tinggi setelah rencana pembangunan

jangka menengah Daerah ditetapkan.







LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) ini merupakan
dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses
penyvusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan
(mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip
tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua
stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan
evaluasi.

Sebagai dokumen penjabaran tahun kelima dari RPJM Daerah yvang
mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi pada tahun yang berkenaan, secara
substansi dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan Pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika,
situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Oleh karena itu dalam proses
penyusunannya harus melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber dava yang ada, dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan.

RKPD tahun 2024 harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu
pada prioritas pembangunan daerah vang ditetapkan. Oleh karena itu
rumusan RKPD Kota Tarakan tahun 2024 harus menjadi pedoman
penvusunan Rancangan APBD Tahun 2024 termasuk penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
tahun anggaran 2024. Selain itu, RKPD tahun 2024 juga menjadi acuan
dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ] dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu
evaluasi pembangunan tahun 2024 vang akan dilaksanakan pada akhir
periode pembangunan jangka menengah daerah.




9,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024 Langkah-langkah persiapan
dimulal sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.
Scelama  realisasi  pelaksanaan RKPD Kota Tarakan tahun 2024, perlu
diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas,
harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah Kota Tarakan.

WALI KOTA TARAKAN,




